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ABSTRACT 
 
This thesis focuses on the role of head of the main village in the formation process of 
preparation village (the study of PP 43 of 2014 as amended by Regulation 47 of 2015) .From 
the study authors using normative juridical research method, the conclusion: 1). That the role 
of the parent in the formation of the village head village of preparations as stipulated in 
Government Regulation No. 43 of 2014 as amended by Government Regulation No. 47 Year 
2015 is practically nonexistent. The role of the village head holding only limited 
administrative privileges to receive the report of the Acting Head of the Village of 
preparation on the implementation of the village of preparations. This condition is very 
different from the role of the village head as set in the Minister of the Interior No. 28 of 2006. 
2). That the factors that led to the village head master has no role in the formation of the 
village of preparation due to the paradigm of authority and the role of head of different 
villages as well as in the territorial context. Suggestion. 1). Village Head Master should be 
given a strategic role in the framework of the preparation process of formation of the village. 
Like it or not, the village head master is the executor of the village administration so that it 
knows exactly what the needs and problems in the administration of the village 
administration. 2). There must be legal certainty concerning the Minister Regulation No. 28 
of 2006, so that the apparatus implementers in the field can determine the legal basis that is 
used when you want to form the village of preparations. It is also useful to avoid the dualism 
of law in regulating the formation of the village as a preparation for a rare early formation of 
a new village. 
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ABSTRAK 
Tesis ini menitikberatkan pada peran kepala desa induk dalam proses pembentukan desa 
persiapan (studi terhadap PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 
2015) .Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 
diperoleh kesimpulan: 1).  Bahwa peran kepala desa induk dalam pembentukan desa 
persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 praktis tidak 
ada. Peran kepala desa induk hanya sebatas administratif saja untuk menerima laporan dari 
Penjabat Kepala Desa persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Kondisi ini sangat 
berbeda dengan peran kepala desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk 
tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan disebabkan karena paradigma kewenangan 
dan peran kepala desa yang berbeda  serta pada konteks kewilayahan. Saran. 1).  Selayaknya 
Kepala Desa Induk harus diberi peran strategis dalam rangka proses pembentukan desa 
persiapan. Suka atau tidak suka, kepala desa induk merupakan pelaksana pemerintahan desa 
sehingga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan problem dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 2). Harus ada kepastian hukum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 28 Tahun 2006, agar aparatur pelaksana dilapangan dapat menentukan dasar hukum 
yang dipakai ketika ingin membentuk desa persiapan. Hal ini juga berguna untuk 
menghindari adanya dualisme hukum dalam pengaturan pembentukan desa persiapan sebagai 
langka awal terbentuknya desa baru. 
. 
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A. Latar belakang Penelitian 
Pada mulanya desa terbentuk berdasarkan persekutuan adat, sehingga biasa disebut 
desa adat. Dalam kedudukan sebagai desa adat maka, desa merupakan lembaga otonom, 
yaitu suatu lembaga yang dapat mengatur diri sendiri, karena itu desa bukan hanya 
merupakan suatu kesatuan sosial, melainkan juga merupakan suatu kesatuan hukum, 
kesatuan ekonomi; tegasnya kesatuan hidup manusia atau kata lain merupakan suatu 
kesatuan budaya. 
Pengakuan terhadap desa sebagai suatu satuan pemerintahan telah dikonstruksikan 
di dalam pasal 18 UUD RI 1945 dan setelah terjadinya amandemen terhadap UUD RI 1945, 
kedudukan desa  dipertegas kembali melalui pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan “Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 
Atas perintah UUD RI 1945 tersebut terbentuklah beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur masalah desa. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan 
beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai 
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok 
Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Regulasi terhadap pengaturan desa tersebut, ternyata tidak konsisten. Pengaturan 
desa kadang kala termuat dalam satu induk undang undang tentang pemerintahan daerah dan 
lain waktu pengaturan desa dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Setelah lahir dan 
terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 
pengaturan desa tidak lagi termuat dalam batang tubuh undang undang tersebut, melainkan 
diatur dengan undang-undang tersendiri yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. 
Terbentuk Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk ; a). 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya; b). sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; c). memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik; d). Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia; e). melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; f). 
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi 
dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; g). membentuk Pemerintahan Desa yang 
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; h). meningkatkan 
pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan 
umum; i). meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan 
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan 
nasional; j). memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional; dan f). memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 
Dari sekian banyak materi muatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014, salah satu materi muatannya mengatur tentang Penataan Desa. Penataan desa 
sebagaimana dimaksud meliputi : a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. 
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perubahan status; dan e. penetapan Desa. Khusus pada point pembentukan, maksudnya 
adalah pembentukan desa baru di luar desa yang ada. 
Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan desa sebagaimana 
yang terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah : 
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
b. jumlah penduduk, yaitu: 
1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua 
ratus) kepala keluarga; 
2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala 
keluarga; 
3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan 
ratus) kepala keluarga; 
4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) 
jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 
5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa 
atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 
6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat 
ratus) kepala keluarga; 
7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
dan kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 
300 (tiga ratus) kepala keluarga; 
8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 
1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 
9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 
(seratus) kepala keluarga. 
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 
dengan adat istiadat Desa; 
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya ekonomi pendukung; 
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan 
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 
perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pada pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur 
persyaratan-persyaratan untuk terbentuknya desa  namun tidak mengatur bagaimana 
proses/tata cara/mekanisme pembentukan desa tersebut.  Pembentukan Desa  bisa  di lihat di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan selanjutnya di ubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa.   
Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diatur siapa yang berhak untuk membentuk 
suatu desa  serta mekanisme pembentukannya. Ada 2 (dua) lembaga yang diberi kewenangan 
untuk  pengajuan pembentukan desa baru yakni  pada pemerintah dan pemerintah daerah. 
artinya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama berhak untuk 
membentuk suatu desa baru demi kepentingan pembangunan nasional dan pembangunan 
daerah. akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tidak menggambarkan secara eksplisit 
peran kepala desa dalam pembentukan desa persiapan.  
Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 
Menjadi Kelurahan, dimana kepala desa yang berhak mengajukan usul atau 
merekomendasikan  pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang 
dipimpinnya. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan, bahwa tata cara pembentukan desa adalah : 
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa; 
b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; 
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat 
tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; 
d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota 
melalui Camat,disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah 
administrasi desa yang akan dibentuk; 
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan 
Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa 
yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada 
Bupati/Walikota; 
f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ 
Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; 
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g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur 
masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang 
akan dibentuk; 
h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada 
DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; 
i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan 
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; 
j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama 
oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada 
Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 
k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;  
l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada 
huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan 
m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris 
Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah. 
 
Mengenai kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 masih 
bersifat ambivalen karena belum dapat dipastikan apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tersebut masih mempunyai daya laku dan kekuatan mengikat atau tidak setelah berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Di dalam pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 disebutkan “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini”. 
Frase yang terdapat dalam pasal 157 tersebut, tentu menimbulkan problematik 
tersendiri dalam sistem peraturan perundang-undangan. hal ini disebakan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006  sampai sekarang  belum dicabut atau belum 
dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri Dalam Negeri. Secara sepintas, maka dapat dikatakan 
terjadi dualisme pengaturan dalam pembentukan desa baru.  
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Untuk menilai suatu peraturan perundangan undangan secara substantif bertentangan 
dengan peraturan perundangan lainnya baik yang sederajat atau yang lebih tinggi, bukanlan 
perkara yang mudah. Secara normatif untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan 
dibawah undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya, namun pada 
tataran praktis dimana belum ada lembaga atau orang yang mengajukan peraturan 
perundangan undangan tersebut untuk di uji maka tafsir yang berbeda beda yang akan terjadi.  
Secara akademik, menurut hemat penulis Menteri Dalam Negeri sendiri yang harus 
mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006  jika di nilai norma-norma 
yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006  bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.  
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “PERAN KEPALA DESA INDUK DALAM 
PROSES PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  (STUDI TERHADAP PP 43 TAHUN 
2014 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PP 47 TAHUN 2015)”. 
 
B. Permasalahan Penelitian. 
 
Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana Peran Kepala Desa Induk dalam proses pembentukan desa baru 
berdasarkan PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 
2015. 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Kepala Desa Induk tidak berperan dalam 
pembentukan desa persiapan. 
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PEMBAHASAN 
 
1. Peran Kepala Desa Induk Dalam Proses Pembentukan Desa Persiapan Berdasarkan 
PP 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Ubah Dengan PP 47 Tahun 2015. 
Terdapat perbedaan pandangan ahli mengenai sejak kapan bangunan desa itu ada. 
Tetapi bagaimanapun juga menurut penelitian beberapa ahli ternyata desa dari abad ke abad 
telah berkembang menjadi kesatuan hukum di mana kepentingan bersama dari penduduknya 
menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan. Hukum tersebut memberi dua hal 
penting, yaitu hak untuk mengurus kepentingan daerah sendiri (hak otonomi) serta untuk 
memilih kepala desanya sendiri.
1
  
Rosjidi Ranggawjidjaja melanjutkan pendapatnya bahwa “Pemerintahan Desa yang 
ada sekarang adalah kelanjutan dari Pemerintahan Desa jaman dahulu, hanya saja 
Pemerintahan Desa sekarang sudah kehilangan “rohnya” sebagai Desa yang mandiri. Desa 
yang ada sekarang bukan lagi sebagai ”inlandsche gemeenten”, sebagai pemerintahan asli 
bangsa Indonesia, namun Pemerintahan Desa sekarang lebih tepat disebut pemerintahan semu 
atau bayang-bayang (quasi government organization)” 2 
Selain itu, kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang 
bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter 
yang melekat pada “pejabat negara”.Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena 
merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa. 
Kepala Desa sebagai pemimpin harus  tahu dan mampu memainkan perannya 
sebagai seorang pemimpin didesanya. Peran merupakan kemampuan seseorang dalam 
memposisikan diri  sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas 
                                                             
1
 I Nyoman Baratha, Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1982, hal 15. 
2
 Inna Junaenah, loc.cit 
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dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian 
kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan 
sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada 
kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin 
juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepempimpinan 
Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. 
Keberasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada 
masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat 
pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di 
lingkungannya,maka seorang kepala desa juga mengemban tugas membangun mental 
masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-
semangat pembangunan. Pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa 
pelayanan lebih menitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di 
dalamnya mengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya bahwa 
pelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi 
semata, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas, seperti pemberdayaan kepada 
masyarakat, membantu masyarakat di dalam mengelola lingkungan, dan membangun serta 
mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di desanya guna pelaksanaan pembangunan 
di desa.  
Menurut Syafiie Kencana Inu
3
 terdapat beberapa gaya kepemimpinan sebabagai 
berikut :  
a.  Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan 
                                                             
3
 Syafiie Kencana Inu. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. PT.  Refika 2003 hal. 7 
 
11 
 
Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang 
pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai 
metode  pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bwahan dibagi tugas secara 
merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan 
di anjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan 
terendah sekali pun boleh menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki 
persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama. 
b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan pemerintahan 
Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang 
pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai 
metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, 
spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga kemudian 
bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk). 
Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara 
resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas 
secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irrasional), taat dan patuh 
(obedience) kepada aturan (dicipline) serta terstruktur dalam kerja. 
c.  Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan Pemerintahan 
Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama 
seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai 
metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga 
dengan Laissez Faire atau liberalism. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas 
bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administasi. Jadi pimpinan 
pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada 
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daerah yang sudah modren dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di 
daerah tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan. 
d.  Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan 
Gaya otokratis dalam pemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang 
pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai 
metode paksaan kekuasaan (coercive power). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di 
kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan one way traffic dalam 
komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi 
daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin 
pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja. 
Dari berbagai gaya kepemimpinan sebagaimana tersebut di atas, maka  gaya 
kepemimpinan kepala desa harus disesuaikan dengan kondisi dari desa yang dipimpinnya. 
Hal ini ditujukan agar pembangunan yang ingin di capai didesa dapat terlaksana dengan baik 
tanpa menimbulkan beberapa persoalan khususnya terhadap warga masyarakat desanya. 
Kepala  Desa harus memahami apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya selaku 
pemimpin dalam penyelenggraan pemerintahan desa. 
Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengaturan mengenai kepala desa 
diatur di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 30, yang berbunyi : 
Pasal 26 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat desa; 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;  
13 
 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar 
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk 
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
p. .com 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang 
sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat 
Desa. 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 
nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; 
danww.hukumonline.com 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
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Pasal 27 
 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, Kepala Desa wajib: 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 
anggaran kepada Bupati/Walikota; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan 
kepada Bupati/Walikota; 
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan 
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 
 
Pasal 28 
 
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 
tertulis. 
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 
 
 
Pasal 29 
Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, 
dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat 
tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari 
pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik; 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan; 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala 
daerah; 
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang 
jelas dan tidakodapat dipertanggungjawabkan. 
 
Pasal 30 
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(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai 
sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 
 
Bagunan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 30 
memberikan batasan wewenang bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi-fungsi 
pemerintahan desa. Hal ini, diatur guna meminimalisir kepala desa untuk melakukan 
penyimpangan dalam penyelengaraan pemerintahan desa serta tidak terjadi tumpang tindih 
kewenangan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten secara 
keseluruhan. 
Terkait peran kepala desa dalam pembentukan desa persiapan, apabila ditelusuri per 
item apa yang telah menjadi kewenangan kepala desa sebagaimana terdapat dalam Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka  tidak jumpai sama sekali peran kepala desa dalam 
pembentukan desa persiapan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 , peran 
kepala desa juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam rangka pembentukan desa persiapan.  
Pembentukan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana 
di ubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 dapat di prakarsai oleh pemerintah dan 
pemerintah kabupaten/ kota . 
1. Pemerintah.  
Pemerintah pusat dapat membentuk desa di kawasan yang bersifat khusus dan 
strategis guna kepentingan nasional. “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” 
sebagaimana dimaksud adalah  kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar negara, 
program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis. Usul prakarsa pembentukan 
desa baru oleh pemerintah di ajukan oleh kementerian atau lembaga non kementerian terkait, 
dimana seluruh usulan dari kementerian atau lembaga non kementerian di ajukan kepada 
16 
 
Menteri Dalam Negeri. Jenis pembentukan desa  tersebut dapat dikualifikasikasn menjadi  2 
(dua) yakni : a). pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b). 
penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau 
penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.  
Mekanisme pembentukan desa oleh pemerintah dapat dirinci sebagai berikut: 
1. Usul prakarsa pembentukan Desa dibahas oleh Kementerian dalam negeri 
bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian 
pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan.  
2. Dalam melakukan pembahasan kementerian dalam negeri dapat meminta 
pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.  
3. Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa disepakati untuk membentuk Desa, 
menteri dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.  
4. Keputusan menteri dalam negeri wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota 
tentang pembentukan Desa.  
5. Peraturan daerah kabupaten/kota harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan 
menteri dalam negeri.  
Dari mekanisme pembentukan desa baru tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah 
daerah khususnya kabupaten/kota wajib menindaklanjuti keinginan dari pemerintah apabila 
pemerintah berkeinginan dengan pertimbangan-pertimbangan  khusus dan strategis untuk 
membentuk desa baru. Posisi atau kedudukan dari pemerintah yang lebih tinggi  membuat 
posisi tawar dari pemerintah daerah menjadi rendah.  Hubungan antara pemerintah daerah 
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otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung (dependent) dan 
bawahan (sub¬ordinate). 
Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu 
tujuan politik sebagai refleksi dari proses demokratisasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan 
politik akan memposisikan Pemerintah daerah  sebagai medium pendidikan politik bagi 
masyarakat di tingkat lokal yang pada gilirannya secara agregat akan berkontribusi pada 
pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan 
tujuan kesejahteraan akan memposisikan Pemerintah daerah  sebagai unit pemerintahan di 
tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan 
ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pelayanan yang disediakan 
Pemda kepada masyarakat ada yang bersifat regulative (public regulations) bersifat 
penyediaan public goods. Argumen inilah yang menjadi dasar kenapa urusan pemerintahan 
yang diserahkan ke daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan 
pilihan. Urusan wajib berkorelasi dengan penyediaan pelayanan dasar dan urusan pilihan 
terkait dengan pengembangan potensi unggulan yang menjadi ke-khas-an daerah yang 
bersangkutan. 
2. Pemerintah Daerah. 
Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa 
berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya dan 
dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat 
Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan 
potensi Desa. Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa: a). 
pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b). penggabungan bagian 
Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa 
menjadi 1 (satu) Desa baru.  Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan 
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pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berkewajiban wajib menyosialisasikan rencana 
pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. 
Adapu mekanisme pembentukan desa  atas prakarsa pemerintah kabupaten/kota 
yaitu : 
1. Rencana pemekaran Desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk 
dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.  
2. Hasil kesepakatan musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan 
bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.  
3. Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada 
bupati/walikota.  
4. Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa 
membentuk tim pembentukan Desa persiapan.  
5. Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit terdiri atas:  
a. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan 
Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan 
peraturan perundang-undangan;  
b. camat atau sebutan lain; dan  
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, 
pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.  
6. Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi 
persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
7. Hasil tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi 
yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.  
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8. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota 
menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.  
Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan. Ketentuan pembuatan 
peraturan daerah tentang pembentukan desa baru serta kewenangan Penjabat kepla desa di 
atur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15  Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi : 
Pasal 12 
 
(1) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (5) kepada gubernur.  
(2) Berdasarkan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.  
(3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian 
dari kode Desa induknya.  
(4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi 
bupati/walikota untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.  
(5) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari 
unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan 
paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam 
masa jabatan yang sama.  
(6) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung 
jawab kepada bupati/walikota melalui kepala Desa induknya.  
(7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas 
melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:  
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;  
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB 
Desa induk;  
c. pembentukan struktur organisasi;  
d. pengangkatan perangkat Desa;  
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;  
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;  
 
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan 
serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan  
h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.  
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(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat kepala 
Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.  
 
 
Pasal 13 
 
(1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa 
persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:  
a. kepala Desa induk; dan  
b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 
(enam) bulan sekali.  
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan 
masukan bagi bupati/walikota.  
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota 
kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.  
(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan 
Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan 
peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.  
(6) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.  
(7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah 
kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah 
kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.  
 
Pasal 14 
 
(1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa 
berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan 
masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.  
(2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah 
menerima rancangan peraturan daerah.  
(3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan 
penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling 
lama 20 (dua puluh) Hari.  
(4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut 
tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah penolakan oleh gubernur.  
(5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan 
terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
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bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta 
sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.  
(6) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah 
disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 
(dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan 
sendirinya.  
Pasal 15 
(1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah 
mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.  
(2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
lampiran peta batas wilayah Desa.  
 
Dari berbagai macam aturan tentang pembentukan desa persiapan atas prakarsa 
pemerintah kabuapen/kota tidak terlihat begitu jelas peran dari kepala desa induk. Meskipun 
ada klausul yang mewajibkan bagi pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan 
Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya 
dan dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat 
Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan 
potensi Desa,  
 
Frase “ pertimbangan” pada klausul tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu pilihan 
saja bagi pemerintah daerah dalam membentuk desa baru. Apabila masukan-masukan yang 
diberikan oleh perangkat desa tidak sejalan dengan keinginan dari pemerintah daerah untuk 
membentuk desa baru, maka masukan tersebut bisa saja diabaikan. Hal ini karena masukan 
tersebut hanya bersifat pertimbangan dan bukannya persetujuan. 
Terkait keterlibatan kepala desa induk dalam pembentukan desa persiapan, hanya  
secara implisit sebatas pada rencana pemekaran Desa yang dibahas oleh Badan 
Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan. 
Artinya, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam 
pembentukan desa baru sedangkan kepala desa hanya dilibatkan pada saat musyawarah desa. 
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Musyawarah desa diartikan di dalam pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa yakni musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 
Peran  kepala desa dalam pembentukan desa persiapan berdasarkan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dapat dikatakan secara praktis 
tidak ada. Jikapun ada, peran kepala desa induk hanya menerima laporan dari Penjabat 
Kepala Desa persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Ini artinya, peran kepala desa 
induk hanya dilibatkan secara administratif saja ketika desa persiapan  tersebut sudah 
terbentuk, bukannya pada saat proses pembentukan desa persiapan. 
Jika dilakukan studi komparatif, antara Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 
Menjadi Kelurahan, maka terdapat perbedaan yang cukup menjolok terkait peran kepala desa 
dalam pembentukan desa. 
Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan, bahwa 
tata cara pembentukan desa adalah : 
a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa; 
b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; 
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat 
tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; 
d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota 
melalui Camat,disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah 
administrasi desa yang akan dibentuk; 
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota 
menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan 
observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi 
kepada Bupati/Walikota; 
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f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ 
Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; 
g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur 
masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa 
yang akan dibentuk; 
h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada 
DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; 
i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan 
Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat 
mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; 
j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui 
bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD 
kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 
k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;  
l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud 
pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan 
m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang 
telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, 
Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran 
Daerah. 
 
Melihat mekanisme pembentukan desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 bahwa ide atau prakarsa untuk membentuk desa dalam 
hal ini desa baru, diberikan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Posisi dari Badan 
Permusyawaratan Desa hanya meneruskan usulan atau prakarsa masyarakat desa tersebut 
untuk dibahas dengan kepala desa. Posisi pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota 
bersifat pasip saja, tidak sebagaimana kedudukan pemerintah kabupaten/kota yang diatur 
dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 
Selanjutnya, kedudukan kepala desa dalam rangka penataan untuk membentuk desa 
baru dari desa induk sebagaimana di atur dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 
Tahun 2006 menjadi sangat penting. Tanpa adanya pengusulan dari kepala desa meskipun 
ada prakarsa dan kesepakatan dari warga desa dan selanjutnya dilakukan  pembahasan  oleh 
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Badan Permusyawaratan Desa tidak menjamin desa baru akan terbentuk. Pertimbangan-
pertimbangan psikis, sosiologis dan ekonomis dan mungkin juga pertimbangan akan 
berkurangnya wilayah kekuasaan menjadi faktor-faktor yang sangat menentukan, kepala desa 
akan mengusulkan pembentukan desa baru atau tidak. 
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kepala Desa Induk Tidak Berperan Dalam 
Pembentukan Desa. 
Pembentukan desa merupakan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan jangkauan dan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ini berarti jika suatu daerah memiliki 
jumlah penduduk atau wilayah yang terlalu besar, dimungkinkan akan mengganggu atau mengurangi 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tadi 
kemungkinan dapat dilakukan penataan. 
Berkaca pada pengalaman selama ini, para pemrakarsa pemekaran wilayah selalu 
berargumentasi bahwa pemekaran dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada 
masyarakat dan meningkatan kesejahteraan penduduk setempat. Namun demikian, 
argumentasi ini seringkali tidak didukung dengan data-data yang relevan, sehingga seringkali 
pemekaran yang dilakukan justru tidak mencapai tujuan dimaksud. Temuan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2008
4
 menunjukkan, selama 
kurang lebih lima tahun pemekaran, kinerja pelayanan publik daerah otonomi baru belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pengelololaan dan 
penggunaan dana belum dijalankan secara efektif, tidak tersedianya tenaga layanan publik 
dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Kesejahteraan masyarakat juga sulit 
ditingkatkan, akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya pertumbuhan 
ekonomi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta 
rendahnya dukungan pemerintah untuk mendorong investasi publik. 
                                                             
4
 Dapat dilihat pada “Laporan Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007”, yang 
dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan UNDP pada tahun 2008. 
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Wilayah desa yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan 
dalam menentukan program-program pembangunan desa. Rentang kendali pemerintahanyang 
terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam 
pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk 
mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang 
sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa baru (yang dimulai terlebih dahulu 
dengan desa persiapan), sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi 
layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya akan berdampak positif 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 Faktor  lain yang menjadi alasan pembentukan desa adalah kesamaan sosial budaya 
dan adat -istiadat masyarakat setempat. Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu 
proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa 
masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya 
masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat 
pembangunan. 
Seyogyanya dalam rangka pembentukan desa persiapan untuk selanjutnya dijadikan 
desa baru, kepala desa harus mempunyai peran yang cukup besar. Hal ini mengingat, wilayah 
yang akan dibentuk desa persiapan adalah wilayah yang menjadi kekuasan dari kepala desa 
induk. Dengan demikian secara administratif dan sosial , kepala desa induk yang lebih 
mengetahui potensi desanya serta keberagaman prilaku dan pikiran dari masyarakat desanya 
dibandingkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 
Mesikpun demikian, tetap saja Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 kemudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tidak memberikan peran kepada kepala 
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desa induk dalam proses pembentukan persiapan. Untuk melihat faktor-faktor yang 
menyebabkan kepala desa induk tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan, maka 
akan di cari dan diungkap terlebih dahulu kronologis pembahasan Rancangan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya menyangkut pada penataan desa, karena penataan 
desa salah satu nya mencakup tentang pembentukan desa. 
 Ada pun pembahasan tersebut dapat di elaborasi secara garis besar sebagai berikut
5
 
: Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja dengan Pansus DPR pada 4 
April 2012 secara tersirat menyatakan bahwa penataan desa merupakan proses pembentukan, 
pemekaran dan perubahan status kelurahan menjadi desa. Dalam RUU Desa yang diusulkan, 
Pemerintah menyampaikan bahwa ruang lingkup penataan desa meliputi: (a) pembentukan 
desa; (b) penghapusan desa; (c) penggabungan desa; (d) perubahan status desa; dan (e) 
penyesuaian kelurahan. Terhadap rumusan Pemerintah tersebut, Fraksi PPP sebagaimana 
tercantum dalam DIM berpendapat bahwa penataan desa harus dibagi menjadi Desa dan Desa 
Adat. Atas dasar ini, maka Fraksi PPP mengusulkan rumusan baru pada tiap poin penataan. 
Setelah poin „pembentukan desa‟, ada poin baru yaitu „pengukuhan desa adat‟, setelah poin 
„penggabungan desa‟ ada poin lagi tentang „pengukuhan desa adat‟, dan setelah poin 
„perubahan status desa‟, ada poin baru lagi yaitu „perubahan status desa adat‟. 
Fraksi PDIP mengusulkan penambahan klausul baru yaitu “Klasifikasi Desa”. 
Selanjutnya usulan FPDIP tersebut dirumuskan dalam rumusan sebagai berikut: 
(1) Dalam rangka penataan desa, desa diklasifikasikan menjadi: a. desa adat; b. desa otonom; 
maka Fraksi PPP mengusulkan rumusan baru pada tiap poin penataan. Setelah poin 
„pembentukan desa‟, ada poin baru yaitu „pengukuhan desa adat‟, setelah poin 
„penggabungan desa‟ ada poin lagi tentang „pengukuhan desa adat‟, dan setelah poin 
„perubahan status desa‟, ada poin baru lagi yaitu „perubahan status desa adat‟. 
                                                             
5
 anotasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Op Cit, hal. 78-81 
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Fraksi PDIP mengusulkan penambahan klausul baru yaitu “Klasifikasi Desa”. 
Selanjutnya usulan FPDIP tersebut dirumuskan Dalam rumusan sebagai berikut: 
(1) Dalam rangka penataan desa, desa diklasifikasikan menjadi: a. desa adat; b. desa 
otonom; c. desa administratif.  
(2) Pengklasifikasian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Fraksi PDIP berpendapat bahwa rumusan tersebut merujuk pada Pasal 18B UUD 
1945, yaitu, pertama, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi pada 
intinya, beberapa fraksi tersebut mengusulkan untuk memasukkan klausul tentang penataan 
terhadap desa adat. Fraksi PKB mengusulkan ketentuan tentang “penyesuaian kelurahan” 
dihapus karena pemerintah tidak menguraikan mekanisme dan kriteria persyaratannya. 
Melalui rapat Timus sampai pada 5 September 2013, rumusan tentang ruang lingkup 
penataan desa disepakati menjadi: 
a. pembentukan; 
b. penghapusan; 
c. penggabungan; dan 
d. perubahan status. 
Dari kesepakatan Timus tersebut, rumusan kemudian disempurnakan dengan menambahkan 
satu poin tentang “penetapan desa” (poin e) . Rumusan pemerintah terkait dengan ruang 
lingkup penataan desa hanya terfokus pada Desa. Sementara pada UU yang disahkan, 
penataan desa juga menyinggung tentang Desa Adat. Pada UU yang disahkan, dua poin 
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terakhir yaitu poin d dan pon e menyinggung tentang Desa Adat. Disebutkan dalam 
penjelasan poin d, bahwa yang dimaksud perubahan status, selain perubahan Desa menjadi 
kelurahan atau sebaliknya, juga menyangkut perubahan Desa Adat menjadi desa. Pada 
penjelasan poin e tentang “penetapan Desa” dinyatakan, “Yang dimaksud dengan “penetapan 
Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada 
untuk yang pertama 
kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 
Namun demikian, ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kedua poin tersebut tidak 
dicantumkan pada bagian ini, tetapi dijabarkan dalam Bab XIII UU Desa yaitu tentang 
Ketentuan Desa Adat. 
Dari pembahasan – pembahasan yang dilakukan terhadap Rancangan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak juga ditemukan secara spesifik mengenai peran dari 
pemerintah desa khususnya kepala desa dalam turut serta membentuk desa persiapan. Hal ini 
sejalan dan sebangun dengan kelahiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang sama sekali 
tidak memberikan kepada Kepala Desa Induk dalam pembentukan desa persiapan. 
Menurut hemat penulis, faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk secara 
normatif tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan adalah : 
1. Pemerintahan Desa sekarang sudah kehilangan “rohnya” sebagai Desa yang mandiri. Desa 
yang ada sekarang bukan lagi sebagai ”inlandsche gemeente” sebagai pemerintahan asli 
bangsa Indonesia, namun Pemerintahan Desa sekarang lebih tepat disebut pemerintahan 
semu atau bayang-bayang (quasi government organization)”. Inladsche Gemeente adalah 
Suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang 
memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada 
Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, 
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dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah Kabupaten dan 
Swapraja. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut suatu desa harus terlebih 
dahulu dibicarakan dengan kepala desa. 
2. Dari sudut kewilayahan, meskipun pemerintah desa mempunyai otonomi sendiri, namun 
kedudukan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pemerintahan 
kabupaten, sehingga pemerintah daerah dianggap cukup mengerti tentang perkembangan 
suatu desa karena pemerintah kabupaten bertanggungjawab secara penuh tentang 
pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam pembentukan 
desa persiapan  dianggap belum diperlukan, kecuali pada saat musyawarah desa untuk 
pembentukan desa persiapan. 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian-uraian yang dikemukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bahwa peran kepala desa induk dalam pembentukan desa persiapan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 praktis tidak ada. Peran kepala desa induk 
hanya sebatas administratif saja untuk menerima laporan dari Penjabat Kepala Desa 
persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Kondisi ini sangat berbeda dengan peran 
kepala desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 
Tahun 2006. 
2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk tidak berperan dalam 
pembentukan desa persiapan disebabkan karena paradigma kewenangan dan peran 
kepala desa yang berbeda  serta pada konteks kewilayahan.  
 
30 
 
B. Saran-saran 
1. Selayaknya Kepala Desa Induk harus diberi peran strategis dalam rangka proses 
pembentukan desa persiapan. Suka atau tidak suka, kepala desa induk merupakan 
pelaksana pemerintahan desa sehingga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan 
problem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
2. Harus ada kepastian hukum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2006, agar aparatur pelaksana dilapangan dapat menentukan dasar hukum yang dipakai 
ketika ingin membentuk desa persiapan. Hal ini juga berguna untuk menghindari 
adanya dualisme hukum dalam pengaturan pembentukan desa persiapan sebagai langka 
awal terbentuknya desa baru. 
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